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Transfer on farm land rights which is caused by a legal action (legal act) 
in the form of hibah (grant) written in a certificate and stamped with seal in 1935 
before the adat and religious leaders in the adat meeting and was agreed by all 
heirs has met the requirement determined by the Minangkabau customary law. 
The research used judicial normative method which was aimed to study legal 
provisions, norms which were referred to regulations, legal principles, and 
court’s verdicts relating to the force of legal evidence of the hibah certificate. The 
result of the research shows that the legal force of the evidence on the hibah 
certificate, relating to the Supreme Court’s Ruling No. 2771 K/PDT/2010, is 
stated as the initial written evidence. It means that the hibah certificate is valid as 
written evidence which also means that it is valid as an underhanded deed which 
has met formal requirement for a legal act 
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I. Pendahuluan 
Hukum Adat Minangkabau adalah salah satu dari seluruh hukum adat 
yang ada di Indonesia yang hidup dan terus berkembang.
1
  Selain itu 
perkembangan hukum adat Minangkabau bertambah pesat kemajuannya, karena 
secara yuridis formal banyaknya kasus perdata adat yang terjadi di daerah ini 
harus diselesaikan menurut hukum adat Minangkabau melalui lembaga-lembaga 
hukum adat baik oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu suatu perwakilan 
musyawarah para ninik mamak atau pemangku adat atau instansi lainnya. Secara 
yuridis formal hukum adat dijadikan dasar hukum untuk meyelesaikan sengketa-
sengketa adat yang diterapkan dalam pengambilan putusan oleh Badan-badan 
Peradilan yang bukan saja oleh pengadilan di daerah hukum Pengadilan Tinggi 
Sumatera Barat, tetapi juga oleh pengadilan selain dari daerah Sumatera Barat 
yang putusannya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung.
2
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Lembaga hibah merupakan perwujudan dari rasa tanggung jawab ayah 
terhadap kelangsungan ekonomi dan pendidikan anak-anaknya. Agar yang 
dilakukannya tidak menyinggung perasaan kebudayaan Minangkabau itu sendiri, 
dan sekaligus untuk menghindarkan silang sengketa setelah ia (si ayah) meninggal 
dunia, maka hibah merupakan suatu jalan kompromi yang sering dilakukan si 
ayah untuk anak – anaknya. Pelaksanaan hibah dipelopori oleh para ulama yang 
memperoleh kekayaan dari zakat yang diserahkan para pengikutnya. Sebagai 
ulama yang harus melaksanakan hukum Islam, maka pewarisan atas harta yang 
diperolehnya dengan sendirinya akan disesuaikan dengan hukum faraidh. Namun 
sebagai orang yang bijaksana ini lebih baik dilakukan secara kompromistis.
3
  
Menurut penelitian Franz Von Benda Beckmann, seorang warga Belanda 
yang meneliti adat dan keislaman, menyatakan bahwa sejak tahun 1960-an 
terdapat kecenderungan dalam pelaksanaan waris, bahwa harta pencaharian ayah 
diwarisi oleh anak-anaknya. Pendapatnya ini juga didasari dengan putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Sip/1968, yang mengadili di tingkat kasasi 
atas putusan Pengadilan Tinggi Bukittinggi nomor 46/Pdt/BT tahun 1967, dan 
putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 11/Pdt/1962, putusan kasasi 
mana menyatakan bahwa kemenakan tidak lagi mewarisi harta pencaharian dari 
mamaknya Alm. Dt. Md,  atas sebuah kincir padi yang dibuat mamaknya sebelum 
meninggal bersama istrinya, tetapi merupakan hak waris dari anak-anak dan 
istrinya Alm. Dt. Md.
4
   
Berkaitan dengan hibah orang tua kepada anak terhadap harta benda hasil 
pencaharian berupa sebidang tanah pertanian menimbulkan permasalahan yang 
berujung pada sengketa dengan pihak lain karena peralihan tanah pertanian 
sebagai objek hibah tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional. Hal ini 
menyebabkan adanya gugatan dari penerima hibah (anak pewaris) atas tanah 
pertanian tersebut sampai ke tingkat kasasi dengan kronologi perkara sebagai 
berikut : 
Orang tua Penggugat (MY dan R) telah menghibahkan harta 
pencahariannya berupa sebidang tanah pertanian seluas 3 ha (tiga hektar) yang 
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terdiri dari kebun getah kepada anak-anaknya (Penggugat), berdasarkan surat 
hibah  bersegel  tanggal 24 November 1935 yang  dilakukan  dalam suatu 
kerapatan adat dihadiri dan ditandatangi oleh penghulu-penghulu adat dan syarak 
nagari/desa Tanjung Beringin  Lubuk Sikaping dan termasuk juga ditandatangani 
oleh kerabat dan ahli waris orang tua Penggugat/penerima hibah. 
Berhubung penerima hibah banyak yang menetap di rantau, mengingat ada 
hubungan baik dalam keluarga maka orang tua penggugat mempercayakan 
tergugat untuk mengurus kebun tersebut . Setelah kedua orang tua penggugat 
meninggal dunia tahun 1975 pengurusan kebun tetap dilanjutkan oleh tergugat. 
Pada tahun 1990, penggugat  menjual sebagian kebun getah seluas 15.520 
(lima belas ribu lima ratus dua puluh) m2 dengan Akta Jual Beli Nomor 
18/C/VIII/1990. Tanah yang dijual penggugat ini merupakan satu kesatuan dari 
kebun getah yang menjadi obyek sengketa. Dengan penjualan seluas 15.520 (lima 
belas ribu lima ratus dua puluh) m2,  maka sisa tanah hibah menjadi lebih kurang 
14.000 (empat belas ribu) m2. 
Pada tahun 2007, Tergugat meninggal dunia dan ahli warisnya 
mengajukan permohonan sertifikat Prona atas tanah seluas 25.477  (dua puluh 
lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) m2 dengan memasukkan sisa tanah hibah 
milik Penggugat lebih kurang 14.000 (empat belas ribu) m2 ke dalam tanah milik 
tergugat berdasarkan data fisik dan atau data yuridis peta bidang tanah Nomor. 
263/BPN-2007 tanggal 11 Juli 2007 yang diumumkan oleh Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten Pasaman. 
Disinilah Penggugat mengetahui bahwa tanah milik penggugat seluas lebih 
kurang 14.000 (empat belas ribu) m2 tersebut sudah beralih ke pihak ketiga dan 
akan disertifikatkan oleh ahli waris tergugat berdasarkan Surat Pernyataan 
Pemilikan Tanah yang berasal dari tanah ulayat Nomor 77/2007 tanggal 26 Juli 
2007. 
Mengetahui tindakan ahli waris tergugat tersebut maka pihak penggugat 
(penerima hibah) mengajukan keberatan berdasarkan bukti kepemilikan atas 
peralihan tanah pertanian dalam bentuk Surat Hibah tertanggal 24 November 1935 
yang menyebutkan sebidang kebun getah seluas 3 (tiga) hektar menurut surat izin 
nomor 5 tanggal 24 September 1927 yang letaknya dibahagian Tanjung Baringin 




Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dengan batas-batas yang disebutkan dan 
Akta Jual Beli Nomor 18/c/VIII/1990 tertanggal 15 Agustus 1990 kepada Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman. Kemudian berdasarkan bukti-bukti 
tersebut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman mengembalikan berkas 
permohonan hak milik atas nama tergugat melalu Wali Nagari Tanjung Beringin 
agar diselesaikan secara musyawarah namun tidak menghasilkan kata mufakat 
sehingga  penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan. 
Perumusan  masalah penelitian ini, adalah : 
1. Bagaimana kekuatan pembuktian surat hibah atas peralihan tanah pertanian  
terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 2771 K/PDT/2010 ? 
2. Bagaimana akibat hukum surat hibah tanah pertanian yang tidak terdaftar di 
Badan Pertanahan Nasional bagi ahli waris penerima hibah terkait Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 2771 K/PDT/2010 ? 
3. Bagaimana upaya ahli waris penerima hibah tanah pertanian agar 
mendapatkan kepastian hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2771 
K/PDT/2010 ?  
 
Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian surat hibah atas 
peralihan tanah pertanian terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 2771 
K/PDT/2010. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum surat hibah tanah pertanian 
yang tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional bagi ahli waris penerima 
hibah terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 2771 K/PDT/2010. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan ahli waris 
penerima hibah tanah pertanian agar mendapatkan kepastian hukum Pasca 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2771 K/PDT/2010. 
 
II. Metode Penelitian  
Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan 
terorganisir untuk menemukan solusi atas masalah, sehingga dapat diketahui 




bahwa metode penelitian merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan 
untuk menemukan solusi atas suatu masalah.
5
 
Jenis penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif.  “Metode penelitian yuridis normatif dipergunakan 
untuk mempelajari peraturan perundang-undangan” 6 juga mengacu kepada norma 
yang terdapat dalam peraturan-peraturan, kaedah-kaedah hukum maupun putusan 
pengadilan yang berkaitan dengan kekuatan hukum pembuktian surat hibah atas 
peralihan tanah pertanian terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 2771 
K/PDT/2010, sehingga dapat diketahui apakah landasan legalitas yang telah 
memadai untuk menggambarkan tentang pertimbangan-pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan.   
Penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang 
menggambarkan secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti, 
berdasarkan suatu analisis kualitatif terhadap objek kajian.
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Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder, yaitu 
data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan  yang 
terdiri dari :  
a. Bahan Hukum Primer,8  yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 
mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini 
diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang 
Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983.  
b. Bahan Hukum Sekunder, sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi 
menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan 
pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang 
tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan 
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mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin-
doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.
9
  
c. Bahan Hukum Tersier,10  yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, 
surat kabar, ensiklopedia, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.  
Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan mengadakan studi dokumen/kepustakaan (library research) dan 
pedoman wawancara (field research) ; 
a. Studi dokumen/kepustakaan yaitu dengan menelaah bahan hukum 
kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan untuk meneliti 
lebih jauh, guna memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. 
b. Pedoman wawancara yaitu menghimpun data dengan melakukan tanya jawab 
antara peneliti dengan nara sumber untuk mendapatkan informasi. Guna 
menambah dan melengkapi data sekunder yang diperoleh akan dilakukan 
wawancara dengan nara sumber yaitu 1 (satu) orang dari pihak penggugat, 1 
(satu) orang Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, 1 (satu) orang dari 
Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), dan 1 (satu) orang 
dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman - Sumatera Barat. 
 
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hukum pembuktian (law of evidence) dalam berperkara merupakan bagian 
yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin 
rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian 
peristiwa masa lalu dan suatu kebenaran (truth).
11
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Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang 
dalam pasal 164 HIR/284 RBg/1866 BW ialah : alat bukti tertulis, saksi-saksi, 
persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
12
 
Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2771 
K/PDT/2010 menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Padang tidak salah dalam 
menerapkan hukum dan putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan 
dengan hukum dan/atau Undang-Undang.  
Apabila ditinjau kembali putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 
108/PDT/2009/PT.PDG., dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa 
surat bukti Penggugat berupa “Soerat Hibah (Pemberian)” bertanggal 24 
November 1935, sekalipun dibuat di atas kertas “segel” namun majelis hakim 
pengadilan tinggi melihat ada beberapa kejanggalan dalam surat tersebut, yaitu 
pada tulisan di pinggir surat terdapat kata “ditebus” sedang seharusnya sesuai 
dengan ejaan yang berlaku pada waktu itu tertulis “diteboes” demikian pula pada 
penulisan nama bulan, seperti “Juli” dan “Januari” tidak sesuai dengan ejaan yang 
berlaku pada waktu itu, juga di dalam surat tersebut digunakan kata “hibah” 
sedang pada tulisan tangan pada halaman ketiga tertulis “hibbah” sehingga surat 
tersebut hanya dapat dipandang sebagai “surat biasa yang merupakan permulaan 
bukti tertulis”.  
Berdasarkan surat hibah yang dibuat oleh pewaris (pemberi hibah)  pada 
tahun 1935 dihadapan penghulu-penghulu adat dan syarak nagari Tanjung 
Beringin dalam persidangan kerapatan adat dan telah disetujui oleh seluruh ahli 
waris menurut adat dan syarak telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh 
Hukum Adat Minangkabau.
13
   
Surat hibah yang dibuat secara Hukum Adat Minangkabau dinyatakan 
sebagai “surat biasa permulaan bukti tertulis” dalam pembuktian hukum acara 
perdata telah memenuhi sebagai alat bukti tulisan dalam bentuk akta di bawah 
tangan  (Pasal 1 Stb.1867 No. 29, 286 Rbg, 1878 BW).  
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Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak 
yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Akta di bawah tangan ini tidak 
diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam peraturan yang termuat dalam Stb. 1867 No. 
29 (untuk Jawa dan Madura), sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam 
pasal 286 sampai dengan 305 Rbg (lihat juga pasal 1874 - 1880 BW). Termasuk 
dalam pengertian surat di bawah tangan menurut pasal 1 Stb. 1867 No. 29/286 
Rbg/1878 BW ialah akta di bawah tangan, surat-surat, daftar (register), catatan 




Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 
2771 K/PDT/2010 yang menyatakan Pengadilan Tinggi Padang tidak salah dalam 
menerapkan hukum dan putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan 
dengan hukum dan/atau Undang-Undang, dapat disimpulkan bahwa putusan judex 
facti Pengadilan Tinggi Padang terhadap surat hibah M. Y Glr Dt. SNO 
dinyatakan sebagai bukti permulaan tertulis merupakan alat  bukti yang sah tidak 
menjamin kepastian hukum ahli waris penerima hibah terhadap objek hibah tanah 
pertanian yang disengketakan sebelum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. 
Hal ini disebabkan kerena alat bukti surat hibah sebagaimana diatur dalam 
pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah harus didukung oleh keterangan saksi dan atau pernyataan 
yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam 
pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam 
pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, 
pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. 
Awalnya gugatan ahli waris penerima hibah terhadap data fisik dan data 
yuridis tergugat/ahli waris penggarap yang diumumkan oleh Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, karena berdasarkan Pasal 27 ayat 
(3) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan jika usaha penyelesaian secara 
musyawarah untuk mufakat tidak membawa hasil pihak yang berkeberatan 
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mengajukan gugatan mengenai data fisik atau data yuridis yang disengketakan ke 
Pengadilan. 
Mengingat proses gugatan ahli waris penerima hibah terhadap data 
fisik/peta bidang tanah Nomor 263/BPN.2007 seluas 25.477 M2 (dua puluh lima 
ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang didalamnya termasuk tanah 
hibah penggugat/objek sengketa seluas 14.000 M2 (empat belas ribu meter 
persegi) maka secara administrasi pihak BPN lah yang berwenang untuk menilai 
kembali kebenaran data fisik dan data yuridis tergugat setelah adanya putusan 
Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi.  
Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi, bukti surat hibah 
penggugat/penerima hibah dinyatakan sebagai bukti permulaan tertulis sedangkan 
data fisik dan data yuridis peta bidang tanah  Nomor 263/BPN.2007 seluas 25.477 
M2 (dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) tergugat 
juga dinyatakan sah, sehingga menimbulkan penafsiran terhadap putusan 
Pengadilan Tinggi terhadap kedua belah pihak yang berperkara mempunyai hak 
yang sama atas tanah objek sengketa. 
Berdasarkan pernyataan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, bahwa proses permohonan sertifikat prona 
yang diajukan tergugat atas objek tanah yang disengketakan sejak berperkara di 
Pengadilan maka seluruh berkas permohonan hak milik telah dikembalikan 
kepada pemohon (tergugat/penggarap) melalui Wali Nagari Tanjung Beringin dan 
sampai dengan diajukannya permohonan pendaftaran tanah oleh 
penggugat/penerima hibah proses permohonan tergugat tersebut tidak dilanjutkan 
oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman.
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Bahwa harta yang diperoleh dari pencarian yaitu pembelian dalam hukum 
adat Minangkabau termasuk ke dalam harta pusaka rendah dengan demikian hibah 
yang tercantum sebagaimana dalam surat hibah tertanggal 24 November 1935 
adalah sah menurut hukum adat Minangkabau serta dinyatakan dalam 
Pertimbangan Mahkamah Agung, bahwa  putusan judex facti dalam perkara ini 
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, dan terhadap 
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putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan surat hibah tanggal 24 
November 1935 diakui sebagai  permulaan bukti tertulis.  
Dengan demikian surat hibah yang dinyatakan sebagai “surat biasa 
permulaan bukti btertulis” dalam pembuktian hukum acara perdata telah 
memenuhi sebagai alat bukti tulisan dalam bentuk akta di bawah tangan  (Pasal 1 
Stb.1867 No. 29, 286 Rbg, 1878 BW). 
Bukti pendukung keabsahan surat hibah atas objek sengketa yaitu tanah 
pertanian  seluas 14.000. m2 (empat belas ribu meter persegi) adalah  benar hak 
milik dari orang tua penggugat yang diperoleh dari hasil pencaharian bukan 
merupakan tanah ulayat nagari berdasarkan surat-surat sebagai berikut : 
1. LKAAM Kabupaten Pasaman telah mengeluarkan surat Nomor 09/LKAAM-
PAS/III-2009, yang menyatakan “bahwa berpedoman kepada lokasi dan 
kondisi yang terlihat di lapangan maka kita sepakat mengatakan tanah yang 
disengketakan termasuk sebagai tanah ganggam nan baumpuak, hak nan 
bamiliak, harato nan bapunyo, bukan termasuk tanah ulayat nagari”. 
2. Akta Jual Beli Nomor 18/C/VIII/1990, adalah bukti kepemilikan penggugat 
bahwa tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah yang telah 
dijual oleh  penggugat  seluas 15.520 m2 (lima belas ribu lima ratus dua puluh 
meter persegi). 
3. Surat pernyataan dari anggota KAN (Kerapatan Adat Nagari) yaitu Ahmad 
Chalid Dt. Rajo Malenggang, SH. Tertanggal 27 April 2009 yang menyatakan 
“bahwa tanah M. Yusuf Dt. Sinaro (orang tua penggugat) yang berada di 
wilayah Kenagarian Tanjung Baringin, yang dahulunya berbatas sebelah 
selatan dengan tanah Tuanku Kuniang (kakek saya), sesuai dengan surat hibah 
M. Y Dt. SNO yang dibuat dihadapan ninik mamak, penghulu adat dan syarak 
nagari Tanjung Baringin pada tanggal 24 November 1935, sepengetahuan saya 
tanah tersebut bukan tanah ulayat nagari”. 
4. Terhadap ejaan yang terdapat dalam surat hibah tanggal 24 November 1935 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan 
Nasional tertanggal 24 Januari 2012, Nomor 29/H3.1/HM/2012, perihal 
penjelasan penggunaan ejaan tahun 1935-an, untuk meluruskan kebenaran atas 




ejaan yang berlaku pada waktu dibuatnya surat hibah tersebut sudah sesuai 
dengan aturan yang ada. 
Peralihan hak atas tanah adalah beralihnya atau berpindahnya hak 
kepemilikan sebidang tanah atau beberapa bidang tanah dari pemilik semula 
kepada pemilik yang baru karena sesuatu atau perbuatan hukum tertentu. 
Perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah 
kepada pihak lain untuk selama-lamanya (dalam hal ini subjek hukumnya 
memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah).
16
    
Dengan kata lain bahwa peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena 
suatu tindakan hukum  (perbuatan hukum), atau karena suatu peristiwa hukum. 
Tindakan hukum (rechtshandelingen), termasuk jual beli, hibah, pemberian 
dengan wasiat, penukaran, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan 
hukum lainnya. Sedangkan beralihnya hak milik karena peristiwa hukum 
misalnya karena pewarisan.
17
    
Sehubungan dengan Pertimbangan Putusan MA Nomor 2771 
K/PDT/2010,  surat hibah atas peralihan tanah pertanian hanya dapat diterima 
sebagai permulaan bukti tertulis telah memenuhi sebagai alat bukti, namun 
sebagai bukti permulaan tertulis surat hibah belum menjamin kepastian hukum 
ahli waris penerima hibah terhadap objek hibah tanah pertanian yang 
disengketakan karena tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
Pasaman Sumatera Barat. 
Apabila hubungan hukum tersebut ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis 
yang pernah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada daerah yang sudah 
bersentuhan dengan administrasi dan yurisdiksi hukum pertanahan seperti pada 
masyarakat di daerah swapraja/kotapraja maupun bukti-bukti tidak tertulis pada 
daerah-daerah yang realitas sosial budayanya tunduk pada ketentuan hukum adat 
setempat dan status tanahnya masih ditemukan hak ulayat dan hak milik adat, 
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dalam hal ini dilakukan pendaftaran tanahnya dengan proses konversi dan 
pengakuan/penegasan hak.
18
      
Peralihan hak atas tanah pertanian  berdasarkan surat hibah secara hukum 
adat hanya dapat diakui sebagai bukti permulaan tertulis (alas hak) atas tanah dan 
untuk mendapatkan bukti hak atas tanah secara yuridis berupa sertifikat maka 
surat hibah  harus didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional. 
Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa 
dalam rangka memperoleh kebenaran data yuridis bagi hak-hak lama dan untuk 
keperluan pendaftaran hak dibuktikan melalui dua cara, yaitu:  
1. Hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan 
alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, 
keterangan saksi/atau pernyataan bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh 
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala 
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup 
untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang 
membebaninya. 
2. Dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, 
pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik oleh 
pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
a. Penguasaan dan penggunaan tanah dilakukan secara nyata dan dengan 
iktikad baik selama 20 (dua pulu) tahun atau lebih secara berturut-turut; 
b. Kenyataan penguasaan dan penggunaaan tanah tersebut tidak diganggu 
gugat dank arena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat 
hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan; 
c. Kenyataan tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat 
dipercaya; 
d. Pihak lain telah diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui 
pengumuman; 
e. Kebenaran-kebenaran tersebut di atas telah diteliti; 
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f. Kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan 
dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh panitia 
ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik, dan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. 
Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Nomor 2771 K/PDT/2010 
atas tanah objek sengketa maka ahli waris penerima hibah mendatangi Kantor 
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman menyampaikan maksud dan 
tujuan untuk mendaftarkan tanah hibah yang telah diputus oleh Mahkamah Agung 
dengan pertimbangan putusan surat hibah dinyatakan sebagai bukti permulaan 
tertulis. Permohonan pendaftaran tersebut diterima oleh Bapak Risdianto (Kepala 
Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman) 
yang juga menyampaikan kepada pemohon (ahli waris penerima hibah) apabila 
dalam proses permohonan pendaftaran tanah adanya keberatan terhadap data fisik 
dan data yuridis atas tanah seluas 14.000 (empat belas ribu) m2 dari pihak 
penggarap  maka  BPN siap sebagai mediator dengan melibatkan lembaga adat 
Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau 
(LKAAM) untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat dengan 
menyarankan kepada ahli waris penerima hibah untuk membagi dua tanah yang 
dimohonkan pendaftarannya agar proses permohonan sertifikat tidak 
menimbulkan sengketa dan status tanah jelas kepemilikannya.
19
 
Bahwa dalam rangka menegakkan catur tertib pertanahan khususnya 
dalam bidang penyelesaian permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah 
adat, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Barat 
Nomor DA-6980/III/2F/1983 tanggal 26 Agustus 1983 perihal tertib prosedur 
penyelesaian permohonan penegasan hak atas tanah yang berasal dari tanah adat, 




1. Surat pernyataan pemilikan tanah dari yang bersangkutan yang dikuatkan oleh 
camat. Surat pernyataan ini timbul pada tanah yang tidak mempunyai bukti 
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tertulis mengenai pemilikannya. (Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria 
Nomor 2 Tahun 1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak 
Indonesia atas tanah). 
2. Surat keterangan kepala desa/lurah yang dikuatkan oleh camat. 
3. Surat bukti lainnya seperti jual-beli, hibah yang ada sebelum PP No. 10 Tahun 
1961 dan sebagainya, semuanya dikuatkan oleh camat. 
4. Ranji atau silsilah keturunan kaum. 
Melampirkan ranji dalam permohonan merupakan wajib pada pendaftaran 
tanah adat pada umumnya tidak hanya dalam permohonan atas nama kaum, 
tetapi juga dalam permohonan atas nama perseorangan. Walaupun tanah itu 
diperoleh dengan cara jual beli, namun sebelumnya juga berasal dari tanah 
milik adat. Bagi tanah bukan pusaka tinggi, ranji dimulai dari asal pertama 
tanah itu (dari orang tuanya). 
Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam 
pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997, adalah untuk memberikan kepastian hukum 
dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan 
rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan diberikan 
sertifikat hak atas tanah. 
Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan 
masyarakat hukum adat di Sumatera Barat (Minangkabau) sangat berpengaruh 
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah hak adat, Kantor Badan Pertanahan sangat 
memperhatikan peran KAN ini dalam proses yang bertujuan untuk terciptanya 
tertib pertanahan.
21
   
Peran KAN yang sangat berpengaruh adalah dalam pembuatan surat 
pernyataan pemilikan tanah, pada waktu pembuatan surat pernyataan ini pulalah, 
dideteksi sepakat tidaknya kaum dalam pendaftaran tanah hak adat tersebut.
22
  
Sehubungan dengan peran KAN dalam membuat surat pernyataan 
pemilikan tanah dikaitkan dengan kronologi perkara perdata Putusan MA Nomor 
2771 K/PDT/2010, penyebab adanya gugatan dari ahli waris penerima hibah 
terhadap ahli waris penggarap atas objek sengketa tanah pertanian seluas lebih 
                                                          
21
 Ibid., hlm. 72. 
22
 Ibid., hlm. 73. 




kurang 14.000 (empat belas ribu) m2 adalah karena surat pernyataan pemilikan 
tanah secara sepihak oleh penggarap tertanggal 13 Agustus 1998 yang 
ditandatangani oleh Ninik Mamak/Penghulu Adat Tanjung Baringin, Mamak 
Kepala Waris, Kepala Kelurahan Tanjung Baringin dan Pengurus KAN Tanjung 
Beringin tanpa menghadirkan pemilik tanah (ahli waris penerima hibah).  
 
IV. Kesimpulan Dan Saran 
A. Kesimpulan 
1. Kekuatan hukum pembuktian surat hibah atas peralihan tanah pertanian terkait 
Putusan MA Nomor 2771 K/PDT/2010 tersebut di atas sebagai “surat biasa 
yang merupakan permulaan bukti tertulis”. Artinya surat hibah tersebut adalah  
alat bukti tulisan dalam bentuk akta di bawah tangan  (Pasal 1 Stb.1867 No. 
29, 286 Rbg, 1878 BW) yang telah memenuhi syarat formil untuk adanya 
suatu perbuatan hukum, namun pembuktiannya belum sempurna atau lengkap 
karena harus didukung/dilengkapi dengan alat bukti lain  
2. Akibat hukum kekuatan surat hibah dalam kaitannya terhadap Putusan Kasasi 
MA Nomor 2771 K/PDT/2010, maka asal harta atau tanah yang berada di 
tangan seseorang yang telah meninggal dan beralih kepada ahli warisnya 
berdasarkan surat hibah yang dibuat oleh pewaris (pemberi hibah)  pada tahun 
1935 dihadapan penghulu-penghulu adat dan syarak nagari Tanjung Beringin 
dalam persidangan kerapatan adat dan telah disetujui oleh seluruh ahli waris 
menurut adat dan syarak, telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum 
Adat Minangkabau. Dengan kata lain peralihan hak atas tanah pertanian 
kepada ahli waris terjadi karena suatu tindakan hukum (perbuatan hukum) 
dalam bentuk hibah. Peralihan hak atas tanah pertanian  berdasarkan surat 
hibah secara hukum adat hanya dapat diakui sebagai bukti permulaan tertulis 
(alas hak) atas tanah dan untuk mendapatkan bukti hak atas tanah secara 
yuridis berupa sertifikat maka harus terdaftar di Badan Pertanahan Nasional 
(Pasal 24, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah).  
3. Sebagai upaya ahli waris pemberi hibah untuk mendapatkan kepastian hukum 
peralihan hak atas tanah pasca Putusan MA Nomor 2771 K/PDT/2010, adalah 




mengajukan permohonan pendaftaran tanah objek sengketa untuk pertama kali 
ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman, dengan melengkapi 
semua dokumen yang diminta BPN, setelah itu BPN akan memproses 
permohonan tersebut. Apabila dalam proses permohonan sertifikat atas tanah 
ada keberatan pihak lain terhadap data fisik dan data yuridis pemohon maka 
BPN menyarankan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.  
 
B.  Saran 
1. Bagi masyarakat hendaknya untuk setiap peralihan hak atas tanah yang 
dilakukan semasa hidup dengan cara hibah sebaiknya dibuat dalam bentuk 
Akta notarill dihadapan pejabat yang berwenang sebagai bukti akta otentik 
yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dihadapan hukum. 
2. Kepada masyarakat Kabupaten Pasaman diharapkan mendaftarkan peralihan 
hak milik atas tanahnya yang terjadi karena suatu perbuatan hukum dimasa 
lampau (sebelum Indonesia merdeka)  misalnya hibah, jual beli, pemberian 
dengan wasiat, dan lain-lain ke Badan Pertanahan Nasional kabupaten/kota 
guna memperoleh bukti hak atas tanahnya dalam bentuk sertifikat untuk 
menjaminan kepastian hukum hak atas  tanah dan menghindari sengketa 
dengan pihak lain. 
3. Peran aktif Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku lembaga tertinggi dalam 
masyarakat adat Minangkabau harus lebih maksimal untuk mendata ulang 
pemilik tanah baik itu tanah milik perorangan maupun tanah ulayat nagari 
yang belum pernah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional agar tertib 
administrasi atas tanah yang ada di suatu wilayah nagari  dapat memberikan 
informasi yang benar kepada  Camat, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Badan 
Pertanahan Nasional atas kepemilikan tanah yang tidak terdaftar. 
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